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Abstract

This research aims to examine the influence of government policies and regulations through financial
inclusion on the economic empowerment of women in creative industries specifically for women in South
Sulawesi. This research is a type of quantitative research. To achieve the research objectives, explanatory
analysis was used using the Structural Equation Modeling (SEM-PLS) analysis tool. This research used 126
samples. The research results show that increasing government regulations on women's economic
empowerment, policies and incentives have an effect on increasing women's economic empowerment. The
results of the structural model analysis show that financial inclusion has a positive and significant effect on
women's economic empowerment.

Keywords: Women's economic empowerment, financial inclusion, creative industry.

A. PENDAHULUAN

Saat ini inklusi keuangan menjadi perhatian di banyak negara karena perannya dalam
perkembangan ekonomi (Watanapongvanich et al., 2021). Fasilitas layanan keuangan bagi
masyarakat dapat mendukung inklusi keuangan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan suatu negara (Thathsarani et al., 2021). Secara global, inklusi keuangan telah
dipercaya sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(sustainable development goals) (Demirguc-Kunt et al., 2020). Olehnya itu, pemerintah sebagali
pembuat kebijakan wajib memperhatikan serta mendorong peningkatan inklusi keuangan sebagai
prioritas kebijakan utama (Hess et al., 2021), (Low & Fekete-Farkas, 2021). Penelitian (Hess et al.,
2021) menyebutkan, terdapat kesenjangan antar gender dalam mengakses lembaga keuangan resmi
di berbagai negara. Lebih khusus lagi, penelitian (Demirglc-Kunt et al., 2020), (Siddik, 2017)
melaporkan kesenjangan gender banyak terjadi di negara berkembang.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting. Peran perempuan
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mempunyai dampak yang luas tidak hanya dalam peningkatan perekonomian keluarga dan
perekonomian nasional, namun juga dalam penciptaan lapangan kerja. Indonesia dalam Presidensi
G20 melalui program W20 Sispreneur hadir untuk menciptakan ekonomi inklusif untuk
memberdayakan womenpreneurs. Program ini dilakukan dengan memberikan kemudahan akses
permodalan dan transformasi digital. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menyebabkan
berkurangnya kasus kekerasan yang seringkali disebabkan oleh permasalahan ekonomi.

Inklusi keuangan adalah solusi dalam mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaku usaha (Arner et al.,
2020), (Alenoghena et al., 2020). Oleh karena itu permasalahan kesetaraan gender dalam mengakses
lembaga keuangan menjadi sangat penting. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam upaya
pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi perempuan hadir sebagai salah satu upaya untuk menuju
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Mempertimbangkan pentingnya inklusi keuangan bagi pemberdayaan perempuan maka penelitian
ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dan regulasi pemerintah baik secara langsung
maupun melalui inklusi keuangan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri kreatif
khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan.

Saat ini ekonomi kreatif menjadi perhatian pemerintah. Ekonomi kreatif di Indonesia
didominasi oleh tenaga kerja perempuan misalnya subsektor kuliner, fashion dan periklanan.
Eksistensi perempuan di industri kreatif semakin meningkat ditengah isu marginalitas gender.
Stigma sosial yang berkembang di masyarakat menyebabkan perempuan sering dipandang sebelah
mata dan sulit bersaing mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu, fakta tingginya kasus kekerasan
dalam rumah tangga dan perceraian sering menyebabkan perempuan menjadi korban bahkan
membuatnya hidup dalam kemiskinan atau menjadi single parent.

Penelitian sebelumnya telah membahas inklusi keuangan dari berbagai perspektif di seluruh
dunia seperti (Tanti et al., 2021) dan (Garcia Machado et al., 2020). Namun, masih terbatas penelitian
yang mengaitkan isu kesenjangan gender dengan inklusi keuangan khususnya di Indonesia. Inklusi
keuangan menjadi isu penting karena banyak masyarakat, terutama pengusaha perempuan belum
mendapatkan akses layanan keuangan dasar melalui lembaga keuangan formal. Penelitian yang
mengkaji bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah melalui inklusi keuangan mempengaruhi
pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya industri kreatif belum banyak ditemukan dari sekian

banyak literatur yang ada. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan ini.
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B. KAJIAN PUSTAKA
Institutional theory

Kerangka teori institusional telah digunakan oleh sebagian besar penelitian sebelumnya
melalui pendekatan ekonomi untuk menjelaskan inklusi keuangan misalnya, (Caskey, 1997), (Barr
& Sherraden, 2005) dan (Ostrom, 2009). Penelitian ini didasarkan pada teori institusional. Menurut
(Buckland, 2012), teori institusional memberikan gambaran dengan baik tentang struktur dan proses
yang berakar pada organisasi, kebijakan dan pasar. Melalui pendekatan ini, diperoleh pemahaman
yang lebih detai tentang inklusi keuangan melalui peran kelembagaan. Pada dasarnya, teori
institusional berupaya untuk menggambarkan aspek yang lebih dalam bagaimana institusi
diciptakan, dipelihara dan diubah (Scott, 2005). Dalam konteks penelitian ini, penelitian ini
membahas pengaruh kebijakan dan regualasi pemerintah terhadap inklusi keuangan serta
pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang menjadi struktur
(peraturan atau regulasi) yang memandu perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan dan

mendorong pemberdayaan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dan Inklusi keuangan

Konsep inklusi keuangan telah menjadi isu utama dalam agenda pembangunan di sejumlah
negara berkembang, termasuk Indonesia (Ratnawati, 2020). Menurut PBB, inklusi keuangan
mengacu pada kemudahan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat (Ren et al., 2023). Inklusi
keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat
(Hessetal., 2021), (Panda, 2018). Inklusi keuangan menurut (Efobi et al., 2014), (Chauvet & Jacolin,
2017) didefinisikan sebagai peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal yang diukur dengan
kepemilikan rekening, penggunaan kredit dan tabungan di bank.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha dilakukan
OJK dengan menerbitkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi
keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat (POJK 76 Tahun 2016).
Peraturan tersebut diterbitkan juga untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab
untuk memberi layanan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen untuk peningkatan literasi dan

inklusi keuangan bagi Konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Berkembangnya industri kecil dan kreatif saat ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan
perekonomian nasional (Djaya, 2020). Industri kreatif adalah konsep ekonomi yang mengintensifkan

informasi serta kreatifitas dengan mengandalkan ide serta stock of knowledge dari sumber daya
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manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Saat ini pelaku
industri kreatif banyak melibatkan perempuan. Secara global, perempuan pengusaha telah menarik
banyak perhatian karena kemampuan mereka menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan
orang lain, mengentaskan kemiskinan ekonomi (Tanti et al., 2021).

Inklusi keuangan menjadi perhatian karena dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja,
pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan (Fareed et al., 2017). Pemberdayaan
perempuan merupakan komponen penting dari kemajuan dan pembangunan. Kemajuan suatu negara
melalui pembangunan gender memerlukan peningkatan akses Lembaga keuangan formal (Garcia
Machado et al., 2020). Perempuan sering menghadapi ketidakadilan dan kerentanan dalam semua
aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Untuk memerangi basis
gender yang diciptakan secara sosial, perempuan perlu diberdayakan dalam semua aspek kehidupan
(Shkodra et al., 2021). Kebijakan peningkatan inklusi keuangan untuk memberdayakan perempuan
dilakukan dengan memastikan stabilitas keuangan perempuan (Mulili, 2020), (Nguse et al., 2022).

Demirguc-Kunt et al.,, (2015) menemukan bahwa faktor gender turut memengaruhi
inklusivitas keuangan dimana laki-laki memiliki akses ke layanan keuangan lebih baik dibandingkan
perempuan di India. Sementara di Afrika, pengusaha pria yang lebih mapan, lebih terdidik, dan
berpengalaman dengan akses keuangan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka
diajukan hipotesis berikut.

H1: Kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi
perempuan.

H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.

H3: Kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan

melalui inklusi keuangan.

Kebijakan dan
regulasi
Inklusi
Keuangan

Gambar 1. Model penelitian

PPemberdayaan
Ekonomi

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Untuk mecapai tujuan penelitian
digunakan analisis eksplanatori dengan alat analisis structural equation modelling (SEM-PLS).

Objek penelitian adalah pelaku industri kreatif khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan seperti
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busana fashion, periklanan, kuliner dan jenis industri kreatif lainnya. Data diperoleh sebanyak 126
data dari perempuan pelaku usaha industri kreatif khas perempuan. Jumlah ini telah melebihi 100-
200 sampel seperti yang direkomendasikan (Hair et al., 2019). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah sampel acak (simple random sampling). Instrumen penelitian menggunakan
kuisioner yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya dan memenuhi uji validitas dan
reliabilitas. Variabel dan indikator diukur menggunakan skala likert 5 poin, menggunakan kombinasi
pertanyaan positif dan negatif. VVariabel dan indikator disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Variabel penelitian

Variabel Indikator Sumber
Pemberdayaan Mampu menghadapi keadaan darurat (Siddik, 2017)
Ekonomi Mempromosikan tabungan dan investasi
Perempuan Meningkatkan sumber pendapatan

Standar hidup yang lebih baik

Meningkatkan fasilitas medis yang lebih baik
Peningkatan posisi dalam keluarga
Meningkatkan produktivitas

Kebijakan dan Kurangnya dukungan pemerintah yang memadai (Nguse et al., 2022)
regulasi Kurangnya regulasi yang tepat
pemerintah
Lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan (Panda, 2018)
jangka panjang

Kurangnya keamanan agunan

Inklusi keuangan Suku bunga tinggi
Kurangnya keterampilan teknis
Prosedur birokrasi lembaga keuangan

Hipotesis diuji mengunakan analisis data kuantitatif dengan alat analisis partial least squares
structural equation modeling (PLS-SEM). Tahapan analisis yaitu evaluasi model pengukuran
(measurement model) dan evaluasi model struktural (structural model). Evaluasi model pengukuran
dilakukan dengan memeriksa loading factor (LF), composite reliability, average variance extracted
(AVE), validitas diskriminan dan cross loading. Sedangkan evaluasi model struktural dilakukan
dengan memeriksa R? dan Estimasi koefisien jalur (T-value).

Nilai validitas konvergen diperiksa dengan melihat nilai loading factor tiap item dengan syarat
>0,6 (Hair et al., 2019). Sedangkan uji validitas konvergen mensyaratkan nilai AVE >0,5 dan nilai
reliabilitas CR >0,7 (Hair et al., 2019). Selanjutnya validitas diskriminan diperiksa untuk menguji
apakah faktor-faktor lainnya tidak memiliki korelasi. Nilai akar kuadrat dari AVE harus > nilai
korelasi antar variabel laten. Kemudian dilakukan evaluasi model structural melalui nilai R? untuk
memeriksa bahwa model baik, moderat atau lemah. Terakhir estimasi koefisien jalur diperiksa

dengan melihat hasil bootstrapping yang menunjukkan nilai (T-value).
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Model Pengukuran

Penelitian ini menggunakan outer model untuk menguji hubungan antara variabel laten dan
ukurannya. Item-item yang mengukur inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi perempuan,
kebijakan dan regulasi pemerintah diberi kode terbalik untuk menjadikannya positif sebelum
dianalisis sehingga semua item dari semua faktor berada pada arah yang sama (positif) pada saat
pemodelan jalur. Hasil pengujian dari ukuran-ukuran konstruk menunjukkan keterkaitan yang tinggi
dengan konstruk karena semuanya mempunyai nilai loading faktor lebih besar dari 0,60 (Hair et al.,
2019). Ukuran konstruk dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Evaluasi model pengukuran

Selanjutnya, komponen pertama dari model pengukuran berupa analisis reliabilitas, dilakukan
dengan reliabilitas komposit dan Cronbach alpha. Sejalan dengan tolok ukur (Hair et al., 2019), titik
potong untuk reliabilitas komposit dan alfa Cronbach seharusnya lebih besar dari 0,70 dan 0,50. Oleh
karena itu, hasil uji analisis reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai hasil uji
yang lebih besar. Komponen kedua dari model pengukuran (validitas konvergen) dilakukan dan
ditemukan validitas data dengan nilai rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) lebih besar dari 0,50
(Hair et al., 2019) (Tabel 2).

Tabel 2. Analisis reliabilitas dan validitas konvergen

Konstruk Outer Alpha CR AVE
loading

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Y)
Y.l 0.771

0.688 0.828 0.616
Y.3 0.741
Y.7 0.840
Kebijakan dan regulasi pemerintah (X)
X1 0.855
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Melaluwi lnklusi Kewnangon
X2 0.809 0.558 0.818 0.693
Inklusi keuangan (Z)
Z1 0.619
73 0754 0.647 0.789 0.559
Z.5 0.851

Sumber: Data Penelitian, 2023

Selain itu, validitas diskriminan dilakukan melalui Discriminant analysis validity (Fornell-
Lacker criterion). Dalam hal ini, jika nilai AVE kuadrat lebih tinggi dari korelasi antara konstruk
maka tidak terjadi masalah validitas data (Tabel 3).

Tabel 3. Discriminant analysis validity (Fornell-Lacker criterion)

X1 Y Zz
X1 0.832
Y 0.430 0.785
z 0.399 0.605 0.747

Sumber: Data Penelitian, 2023

Analisis Model Struktural
Penelitian ini menggunakan penilaian model struktural untuk menguji hubungan antar variabel
yang diajukan. Dalam hal ini, dilakukan uji pengaruh tidak langsung (pengaruh kebijakan dan
insentif pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan sebagai
variabel mediasi) dan pengaruh langsung (pengaruh inklusi keuangan dan kebijakan pemerintah
terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan). Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Uji Hipotesis

Hipotesis Direct SD T-statistic P-value Keputusan
H1: X1-Y 0.224 0.083 2.693 0.007 Diterima
H2: Z-Y 0.515 0.068 7.591 0.000 Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hipotesis, H1 mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis model struktural
menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Koefisien jalur (8 =
0.224, t — statistics = 2.693, p — value = 0.007) mengandung arti bahwa kebijakan dan insentif
pemerintah berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku Industri
Kreatif Khas Perempuan secara positif dan signifikan. Hasil ini membuktikan peningkatan peraturan
pemerintah mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan, kebijakan, dan insentif menyebabkan

pemberdayaan ekonomi perempuan meningkat sebesar 22,4%. Berdasarkan hasil tersebut maka
322
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hipotesis H1 diterima. Hasil ini mendukung teori institusional yang menjelaskan pengaruh kebijakan
didalam institusi dalam hal ini kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap
pemberdayaan ekonomi. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Nguse et al.,
2022), (Fareed et al., 2017) dan (Siddik, 2017).

Lebih lanjut, H2 penelitian ini mengevaluasi apakah inklusi keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis model struktural
menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan
ekonomi perempuan dengan koefisien jalur (8 = 0.515, t — statistics = 7.591, p — value < 0.000).
Hasilnya berarti peningkatan inklusi keuangan akan menyebabkan pemberdayaan ekonomi
perempuan meningkat sebesar 51,5%. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mulili, 2020), (Nguse et
al., 2022), (Fareed et al., 2017), (Garcia Machado et al., 2020). Hasil ini juga membuktikan teori
institusional, seperti yang dikemukakan (Scott, 2005) bahwa pengaruh institusi dapat memandu
perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan serta menciptakan pemberdayaan ekonomi.
Analisis mediasi

Studi ini juga menguji apakah inklusi keuangan memiliki peran mediasi pada pengaruh

kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan H3. Hasil pengujian ditampilkan

pada tabel 5.
Tabel 5. Analisis Mediasi
Hipotesis Direct SD T-statistic P-value Keputusan
H3: X1-Z-Y 0.206 0.041 4.963 0.000 Diterima

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil analisis model struktural menunjukkan bahwa inklusi keuangan mempunyai peran
mediasi yang positif dan signifikan dengan jalur coef ficient (8 = 0.206, t — statistics = 4.963, p
— value = 0.000). Artinya kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemberdayaan
ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pengaruh kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan bersifat
langsung dan tidak langsung (Tabel 5). Hasil ini membuktikan bahwa inklusi sosial dapat menjadi mediasi

yang mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku industri kreatif.

D. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan dan peraturan pemerintah dalam meningkatkan
pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan. Sebagian besar penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penentu inklusi keuangan pada tingkat
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makro dan mikro. Akan tetapi, melihat bagaimana kebijakan dan peraturan pemerintah dalam
kerangka inklusi keuangan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal yang
sangat penting, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan
kurangnya ketersediaan akses terhadap keuangan berbasis gender. Penelitian ini menemukan adanya
pengaruh langsung antara kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi
perempuan dan pengaruh tidak langsung antara kebijakan dan peraturan pemerintah dengan
pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil ini berarti peningkatan kebijakan, peraturan, dan insentif
pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan pelaku
wirausaha perempuan industri kreatif di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini juga
membuktikan bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah lebih bermanfaat bagi perempuan
pengusaha industri kreatif jika melalui inklusi keuangan.

Lebih khusus lagi, inklusi keuangan juga ditemukan berpengaruh terhadap pemberdayaan
ekonomi perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang mengarah pada
peningkatan inklusi keuangan berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi
perempuan. Kemampuan perempuan untuk survive jika menghadapi masalah bahkan dalam keadaan
darurat. Meningkatkan pendapatan dan produktivitas perempuan pelaku industri kreatif adalah
indikator utama pemberdayaan ekonomi. Untuk menjamin hal tersebut pemerintah wajib mendukung
melalui kebijakan dan regulasi, khususnya peningkatan inklusi keuangan seperti kemudahan akses
kepada lembaga keuangan, suku bunga pinjaman yang rendah, dan birokrasi serta prosedur

pembiayaan yang mudah.
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